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ABSTRAK 
 

Nama : Agus Susilowarno 

Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik 

Judul : Analisa Pengembangan Infrastruktur 

Telekomunikasi Dengan Pola Local Loop 

Unbundling (LLU). (Studi Kasus: Area Jakarta 

Pusat) 

 

Tesis ini membahas salah satu cara untuk meningkatkan penetrasi pemakai 

internet di Indonesia, hal ini dilatarbelakangi bahwa penetrasi pemakai 

internet masih cukup rendah serta jumlah kekosongan jaringan masih cukup 

banyak serta masih mahalnya harga sewa jaringan langsung ke pengguna. 

Tujuan pembahasan ini adalah menghitung besar sewa jaringan dengan pola 

LLU serta menghitung kelayakan investasi bagi new entrant (operator baru) 

dengan asumsi bahwa yang berubah adalah besaran sewa jaringan. Hasil 

perhitungan untuk sewa jaringan diperoleh harga minimal (replacement cost)  

Rp.38.812,68, Bagi new entrant (investor baru) agar tertarik untuk 

melakukan investasi maka dilakukan perhitungan kelayakan investasinya 

dan dikategorikan layak apabila NPV >0 serta IRR > WACC, yang 

memenuhi syarat dalam kategori tersebut adalah untuk sewa jaringan yang 

besarannya adalah minimal Rp. 38.812,68 sampai dengan Rp.142.300,00. 

Dari hasil diatas disarankan agar di Indonesia disusun regulasi yang 

mengatur pengembangan infrastruktur telekomunikasi dengan pola LLU. 

Dampak positifnya adalah perekonomian meningkat dan dampak negatifnya 

bisa terjadi penurunan kualitas pelayanan. 

 

Kata Kunci; 

Telekomunikasi, Local Loop Unbundling, Kelayakan Investasi 
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ABSTRACT 
 

Name : Agus Susilowarno 

Study Programme : Master of Planning and Public Policy 

Title : Telecommunications Infrastructure Development 

Analysis With The Patter of Local Loop 

Unbundling (LLU) (Case Study : Central Jakarta 

Area) 

 

This thesis describes one way to increase penetration of Internet users in 

Indonesia, this backdrop that the Internet user penetration is still quite low 

and the number of vacancies is still quite a lot of network and still high 

prices of leased line directly to the user. The purpose of this discussion is to 

calculate the lease of the network with the pattern of investment in LLU and 

calculate eligibility for the new entrant (new operators) with the assumption 

that the change is the amount of rental network. Results of calculation for the 

network lease obtained a minimum price (replacement cost) Rp.38.812, 68, 

For the new entrant (new investors) so interested in investing then count 

feasibility of the investment and categorized feasible if NPV> 0 and IRR> 

WACC, qualified in that category is to lease network that amount is at least 

Rp. 38812.68 up to Rp.142.300, 00. From the above results it is suggested 

that Indonesia has been formulated regulations governing the development 

of telecommunication infrastructure with the pattern of LLU. Its positive 

impact is the economic rise and its negative impact can decrease the quality 

of service. 

 

Keywords; 

Telecommunications, Local Loop unbundling, Investment Feasibility 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pada era globalisasi yang sudah mendunia saat ini, daya saing 

merupakan kata kunci atau dapat dikatakan syarat mutlak untuk 

mendapatkan pengakuan posistif yang pada gilirannya dapat memberikan 

potensi market share terbesar.  World Economic Forum (WEF) 

menyatakan bahwa pembangunan ekonomi makro dan penataan 

kelembagaan merupakan suatu hal yang sangat kritis untuk meningkatkan 

daya saing Negara. Kedua hal tersebut memang sangat penting untuk 

diperhatikan tetapi realitanya tidak cukup membuahkan hasil peningkatan 

kemampuan suatu Negara serta memenuhi kebutuhannya. Untuk itu 

diperlukan pemberdayaan di tingkat ekonomi mikro di masing-masing 

sektor, atau dikenal sebagai peningkatan daya saing bisnis. World 

Economic Forum (WEF) pada tahun 2004 menyatakan bahwa untuk 

membangun daya saing Negara ada 4 faktor yang perlu diperhatikan, 

antara lain;  Economic Performance, Government Effeciency, Business 

Effeciency dan Infrastructure. Berbagai studi juga menunjukkan bahwa 

adanya hubungan yang sangat erat antara peran telekomunikasi
 
dengan 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Data yang dihimpun oleh 

International Telecommunication Union (ITU) pada tahun 2002 dari 

sekitar 150 negara, menunjukkan bahwa kenaikan satu persen tingkat 

penetrasi (teledensity) telepon tetap (fixed line) akan menaikkan produk 

domestik bruto (PDB) sebesar 1,1 persen. Sallstrong Consulting dalam 

studinya di tahun 2001 menyampaikan bahwa setiap kenaikan sepuluh 

persen dalam tingkat pertumbuhan pengeluaran untuk teknologi informasi 

(TI) akan menaikkan tingkat pertumbuhan PDB sebesar 13 persen. Secara 

umum, angka-angka tersebut menggambarkan keterkaitan yang erat antara 

pembangunan telekomunikasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Menurut World Economic Forum pada tahun 2008-2009 (WEF, 2008) 

posisi Indonesia untuk Global Competitiveiness Index (GCI) berada pada 

Analisa pengembangan..., Agus Susilowarno, FE UI, 2011.
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urutan ke 55 dari 134 negara, dimana GCI itu adalah indikator yang 

menunjukkan kemampuan daya saing suatu negara. Salah satu indikator 

lain yang cukup penting untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah 

Global Information Index (GTI), dimana Global Information Index (GTI) 

digunakan untuk menunjukkan kekuatan ataupun kelemahan tentang 

perkembangan Information & Communication Technology (ICT) suatu 

negara. Sedangkan yang dipakai untuk mengukur kesiapan dalam 

mengantisipasi perkembangan ICT digunakanlah Networked Readiness 

Index (NRI) dan didalam NRI ada tiga komponen index yang disasar, 

yaitu; penerimaan oleh lingkungan akan perkembangan ICT , kesiapan 

ekonomi dari para pengguna, dan pemakaian ICT oleh para pengguna. 

Untuk Indonesia dalam penilaian ditahun 2008-2009 nilai NRI berada 

pada urutan 83 dari 134 negara.  

Menurut hasil penilaian Networked Readiness Index salah satu 

indikator yang lemah di Indonesia adalah jumlah pengguna internet 

(Internet user) yang datanya adalah hanya 5.61 pengguna internet per 100 

orang. Bila dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara 

Indonesia berada diurutan ke 7 diantara 9 negara. 

Tabel 1.1 : Perbandingan Pengguna Internet di Asia Tenggara 

 

 

Dala tabel tersebut diatas, diantara negara Asia Tenggara yang berada 

dalam urutan pertama adalah Singapore dengan jumlah sebesar 69.99 per 
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100 penduduk, disusul berikutnya oleh Malaysia dengan angka sebesar 

59.72 per 100 penduduk dan yang berada diurutan ketiga adalah Brunei 

Darussalam dengan 41.69. 

Komponen lainnya yang digunakan untuk mengukur Networked 

Readiness Index (NRI) adalah kondisi infrastruktur, di grafik 1.1 

digambarkan hubungan antara kondisi infrastruktur (jumlah line telepon, 

secure internet server,produksi listrik, ketersediaan teknisi dan engineers 

serta institusi riset) dengan pemakaian individu (pelanggan telepon 

mobile, jumlah PC, pelanggan broadband internet, pengguna internet dan 

bandwith internet). Semakin tinggi nilai dari kondisi infrastruktural maka 

pemakaian individujuga semakin banyak demikian pula sebaliknya. Hal 

yang sama juga terjadi pada grafik 1.2 yang menggambarkan hubungan 

antara political & regulatory enviroment (kebijakan pemerintah, jumlah 

ISP, dll) dengan pemakaian individu.  

 
Sumber : World Economic Forum 

Grafik 1.1: Hubungan antara Kondisi Infrastruktur dengan Pemakaian 

Individu 
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Dalam era ekonomi digital saat ini, perkembangan ICT 

berkembang dengan pesat hal tersebut ditunjukkan dalam seminar 

INSYNC2014 (Microsoft, 2008), yang berkembang dengan cepat adalah 

internet dan digital TV seperti pada gambar 1.2.   

 

 

Sumber : World Economic Forum 

Grafik 1.2: Hubungan antara Political dan Regulatory  dengan Pemakaian 

Individu 

Dan disebutkan juga dalam seminar ini oleh NTT (NTT, 2008) bahwa 

perkembangan TIK ini bisa berhasil dengan baik bila ditunjang dengan 

kapasitas jaringan yang besar dan mempunyai jangkauan yang luas dan 

jaringan yang digunakan berbasis pada teknologi yang lewat kabel 

tembaga (wireline) dan yang lewat udara (wireless). 

Beberapa keuntungan dengan adanya perkembangan 

telekomunikasi adalah salah satunya internet. Dengan kehadiran internet 

akan memberikan nilai tambah yang sangat besar pada layanan publik 

pemerintah. Dengan memanfaatkan internet, pemerintah daerah bisa 
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menghemat biaya yang cukup besar. Selain itu, kecepatan layanan kepada 

masyarakat juga meningkat dengan sangat drastis. 

Salah satu daerah di Indonesia yang sudah menerapkan ini adalah 

Jembrana, Bali. Pemerintah daerah Jembrana menyediakan layanan yang 

sudah terkomputerisasi segala yang berhubungan dengan informasi 

pemerintahan. Ini menjadikan internet menjadi tumpuan bagi layanan 

publik di Indonesia ke depan. Beberapa pemerintah daerah lain juga telah 

mengembangkan e-government yang memanfaatkan internet untuk 

meningkatkan layanan publik. 

 

 

Sumber : World Economic Forum 

Gambar 1.1 : Perkembangan Telekomunikasi Dunia 

 

Selain pemerintah, korporasi swasta juga memanfaatkan internet dalam 

segala bisnisnya. Industri yang paling diuntungkan oleh adanya internet 

adalah perbankan. Dengan adanya internet, mereka bisa menghadirkan 

layanan ATM dan juga internet banking. Layanan mereka meningkat 

selain juga penghematan biaya.  Tidak hanya perbankan saja, perusahaan 

customer goods dan juga supermarket juga memanfaatkan internet untuk 
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informasi logistik mereka. Mereka bisa menghemat biaya BBM untuk 

transportasi, karena tidak perlu melakukan pemesanan ke supplier/retailer. 

Semakin meningkatnya bandwidth internet berkat kemajuan 

teknologi informasi juga memicu tumbuhnya industri hiburan 

(entertainment). Survei yang dilakukan oleh suatu lembaga di Amerika 

menunjukkan bahwa masyarakat Amerika lebih menyukai internet 

daripada televisi. Mereka lebih suka internet karena mereka bisa 

menyaksikan program-program televisi di Internet melalui IPTV, HDTV, 

dan juga Podcast. Internet telah memungkinkan konvergensi berbagai 

media konvensional. Raksasa software Microsoft juga telah melakukan 

investasi besar-besaran untuk mempersiapkan bisnis IPTV mereka. Di 

Indonesia, model bisnis seperti ini baru berkembang dengan hadirnya 

KabelTV dan juga TV Langganan. Cabang industri hiburan lain yang 

cukup besar nilainya adalah Game. Industri game merupakan industri yang 

lebih besar dari Industri Hollywood. Internet juga telah membawa game 

baru seperti MMORPG. Di Indonesia industri game online sangat 

berkembang pesat di seluruh pelosok tanah air. 

Untuk mengantisipasi perkembangan ICT dimasa yang akan datang 

dan kondisi meningkatkan penetrasi ICT di Indonesia telah dikaji oleh 

BAPPENAS (Tayyiba, 2004). Menurut Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional salah satu penyebab dari rendahnya penetrasi telekomunikasi di 

Indonesia adalah faktor  ketersediaan akan infrastruktur telekomunikasi 

baik berupa jaringan maupun layanannya. Kendala utama untuk 

menambah infrastruktur tersebut adalah biaya investasi yang cukup besar. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah peningkatan efisiensi 

baik dalam pemanfaatan infrastruktur yang ada maupun pembangunan 

infratruktur baru. Langkah-langkah tersebut diantaranya meliputi : 

1. optimasi pemanfaatan infrastruktur. 

2. peningkatan intensitas pemanfaatan infrastruktur. 

3. dan peningkatan sinergi pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur. 
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Ketiga langkah tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan 

aksesibilitas masyarakat terhadap layanan telekomunikasi, khususnya 

sambungan tetap, secara signifikan.  

Salah satu bentuk dari optimasi pemanfaatan infrastruktur adalah 

pemakaian bersama suatu infrastruktur oleh beberapa penyelenggara, 

tentunya dengan tetap menjaga kualitas pelayanan, seperti pemakaian 

bersama jaringan akses, menara pemancar/penerima untuk layanan seluler 

dan pemakaian bersama backbone, akan menghasilkan suatu infrastruktur 

yang berkapasitas besar, dapat menghemat biaya investasi dan 

menghindari terjadinya duplikasi infrastruktur. Penghematan ini 

diharapkan akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan telekomunikasi 

yang pada akhirnya menurunkan harga jual layanan. Dengan adanya 

efisiensi investasi, para penyelenggara dapat menggunakan hasil 

penghematan investasi untuk memperluas jaringan akses lokal (last mile) 

atau pengembangan layanan lain.  

Pola dengan cara menggunakan jaringan akses lokal bersama 

dimana operator incumbent menyewakan jaringannya maka hal itu  disebut 

dengan pola pemakaian jaringan akses lokal bersama atau disebut juga 

Local Loop Unbundling ( LLU ). LLU telah diimplementasikan pertama 

kali di USA pada tahun 1996 dan selanjutnya diikuti negara-negara di 

Eropa dan Jepang, salah satu contoh implementasinya di USA adalah 

pemakaian jaringan akses fiber optic milik incumbent yang disewa oleh 

operator baru untuk melayani produk TV dan internet berkecepatan tinggi.   

Di Indonesia pola LLU belum diatur dalam regulasi oleh 

pemerintah, sampai saat ini pemerintah baru mengeluarkan 3 (tiga) 

peraturan yang mengatur kerjasama dengan operator serta penetapan dan 

cara menghitung  tarif ke pengguna. Peraturan tersebut adalah 

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/ Per/M. 

Kominfo/2/2006 Tentang Interkoneksi. 

Analisa pengembangan..., Agus Susilowarno, FE UI, 2011.



8 
 

Universitas Indonesia 

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 09/ Per/M. 

Kominfo/2/2006 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Awal Dan Tarif 

Perubahan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Tetap. 
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/ Per/M. 

Kominfo/1/2007 Tentang Sewa Jaringan 

Peraturan mengenai Interkoneksi adalah mengatur tatacara baik teknis dan 

biaya yang berkenaan dengan hubungan komunikasi antar operator. 

Sedangkan  Peraturan tentang Tata Cara Penetapan Tarif Awal Dan Tarif 

Perubahan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Tetap serta Peraturan 

Tentang Sewa Jaringan adalah digunakan untuk menentukan besaran harga 

yang dibebankan ke pengguna langsung. 

Mengenai harga sewa jaringan yang dikenakan ke operator baru 

oleh incumbent tergantung dari kesepakatan bisnis antara keduabelah .  

1.2 Perumusan Masalah 

Area kotamadya Jakarta Pusat sebagai obyek dari penelitian ini , 

jumlah penduduknya mencapai 814.166 jiwa (Biro Pusat Statistik, 2008), 

dari penduduk tersebut yang mempunyai line telepon  sebanyak 209.012 

line dan yang bisa akses internet kecepatan tinggi sebanyak 18.302 ssl 

(satuan sambungan line), sedangkan kapasitas jaringan yang melayani area 

Jakarta Pusat sebesar 418.500 ss (satuan sambungan).  

Dari data tersebut diatas, maka bagi operator baru (new entrant) 

merupakan kesempatan untuk melakukan investasi dengan pola LLU 

mengingat bahwa jumlah jaringan yang belum terpasang ke pelanggan 

masih cukup banyak serta jumlah pelanggan internet kecepatan tinggi 

masih sedikit. Namun demikian kalau regulasi LLU ini mengacu pada 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/ Per/ 

M.Kominfo/ 1/ 2007 Tentang Sewa Jaringan maka harga yang dibebankan 

ke operator baru sangat tinggi. Sebab Peraturan tersebut ditujukan ke 

pelanggan langsung atau retail dan cara menentukan besarnya biaya sewa 

menggunakan metode bottom-up yang artinya semua komponen aset akan 

dihitung sebagai biaya yang effeknya besarnya biaya yang dibebankan ke 

Analisa pengembangan..., Agus Susilowarno, FE UI, 2011.
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pengguna  akan besar, serta proses penyusunannya dilakukan dengan cara 

incumbent mengusulkan besaran biaya sewa ke badan regulasi dan 

selanjtunya badan regulasi tersebut melakukan evaluasi, bilamana sudah 

sesuai maka pihak incumbent dapat mempublikasikan besaran sewa 

jaringan tersebut, contoh dari hasil perhitungan yang dipublikasikan ada di 

web telkom (www.telkom.co.id) yang harganya antara Rp.300.000 sd 

Rp.10.200.00. selain itu juga  juga ada di webnya Biznet ataupun CBN 

yang isinya bila berlangganan dengan menggunakan akses dari Telkom  

tarifnya Rp.300.000 untuk Biznet sedangkan yang CBN Rp. 500.000. 

Dengan harga tersebut bila dibandingkan dengan tarif internet dari Telkom 

deviasinya cukup besar misalnya Telkom dengan internet kecepatan 384 

kbps harganya Rp.195.000. Dan berdasarkan data internal Telkom jumlah 

pelanggan yang dari operator lain yang memakai jaringan Telkom di area 

Jakarta Pusat hanya 180 line. 

Dengan adanya kondisi tersebut diatas maka operator baru akan 

kalah bersaing dengan incumbent dalam mendapatkan pelanggan karena 

harganya lebih mahal sehingga bagi operator baru lebih baik membangun 

jaringan baru daripada menyewa ke incumbent, akibatnya akan terjadi 

pemborosan investasi dan kekosongan jaringan akses akan semakin 

banyak. Untuk menghidari hal tersebut maka permasalahannya adalah 

berapa besar biaya sewa jaringan yang menarik bagi operator baru untuk 

berinvestasi ke pola LLU. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah; 

1. Menentukan besarnya biaya sewa jaringan. 

2. Menghitung studi kelayakan dari investasi yang digunakan untuk 

membangun infrastruktur dengan pola unbundling.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 

1. Pemerintah (policy maker), sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan yang akan diambil, khususnya 

Analisa pengembangan..., Agus Susilowarno, FE UI, 2011.
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kebijaksanaan yang berhubungan dengan industri Telekomunikasi 

di Indonesia 

2. Ilmu Pengetahuan  

a. Memperkaya dan memperdalam khasanah penelitian sejenis 

yang telah ada sebelumnya 

b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak yang 

berkepentingan 

 

1.5 Batasan Penelitian 

  Peneliti hanya melakukan penelitian dari aspek investasinya 

dengan pola LLU beserta komponen yang mempengaruhinya. Lokasi 

untuk kasus penelitian ini adalah Kantor Daerah Telekomunikasi Jakarta 

Pusat hal ini mengingat Jakarta Pusat merupakan area metropolitan. 

Karena merupakan kota metropolitan maka kebutuhan akan ICT sangat 

tinggi sehingga hal tersebut menarik bagi investor untuk menanamkan 

investasi dibidang telekomunikasi. 
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1.6 Pola Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : World Economic Forum 

Gambar 1.2: Pola Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Biaya 

Demand  Harga 

Pendapat

Cashflow 

NPV 

Discount 

Pajak/subsi

Selesai 

+

Y

Analisa pengembangan..., Agus Susilowarno, FE UI, 2011.



                                                                           12                             Universitas Indonesia 
 

BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Unbundling 

Pada topology network telekomunikasi, saluran komunikasi 

dimulai dari gateway kemudian ke swithing dan diteruskan ke Main 

Distribution Frame (MDF). Dari MDF dengan menggunakan kawat 

tembaga disambungkan ke pelanggan dengan menggunakan tembaga 

yang biasa disebut jaringan lokal akses. 

Local Loop Unbundling (LLU) dapat diklasifikasikan menjadi 3 type 

(Umino, 2003), yaitu; 

a. Full Unbundling 

b. Line sharing or shared access 

c. Bitstream access 

Type-type tersebut dibutuhkan oleh operator baru (CLEC) dan akan 

berfungsi sebagai tempat layanan dan berpangaruh pada masalah teknik 

yang meliputi ukuran dari MDF, kesediaan ruangan untuk collocation.  

Full Unbundling dapat dilihat dalam konfigurasi network seperti 

pada gambar 2.1.  

 

Sumber : Development In Local Loop Unbundling, A. Umino 

Gambar 2.1: Konfigurasi Full Unbundling 
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Dalam gambar tersebut dijelaskan bahwa operator lama (ICEC) 

mempunyai network mulai dari switching sampai dengan jaringan ke 

pelanggan, dengan konsep full unbundling, operator baru bisa melakukan 

penyambungan mulai dari MDF sampai dengan ke pelanggannya melalui 

network yang dimiliki oleh operator lama. Untuk operasional  dan 

perawatan menjadi tanggung jawab operator lama. 

Line sharing (shared access), dengan line sharing operator lama 

selain mempuyai  kewajiban untuk memelihara network juga mempunyai 

hak untuk memasang service baru untuk pelanggan yang sama dengan 

pelanggan dari operator baru. 

Dari gambar 2.2 dapat dijelaskan bahwa terjadinya hubungan 

antara network operator baru dengan operator lama terjadi di splitter. 

Karena terhubungnya lewat splitter maka service yang dikelola oleh 

operator baruadalah dalam bentuk komunikasi data. 

Problem utama dari tipe ini adalah munculnya gangguan teknis yang 

diakibatkan tidaksamanya spectrum dari perangkat operator lama dan 

perangkat operator baru. 

Gambar 2.2: Konfigurasi Line Sharing 

 
Sumber : Development In Local Loop Unbundling, A. Umino 

Gambar 2.2: Konfigurasi Line Sharing 
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Bitstream access, dengan bitstream access koneksi operator baru dengan 

operator lama terjadi pada splitter. Karena keduanya memberikan service 

yang sama maka sharing yang terjadi adalah alokasi spektrum (gbr.3).  

Kewajiban operator baru hanya memberikan access data dari luar dan 

selanjutnya operator lama yang mengelolanya, disini operator baru tidak 

ada berhubungan dengan pelanggan. 

 

Sumber : Development In Local Loop Unbundling, A. Umino 

Gambar 2.3: Konfigurasi Bitstream 

 

2.2 Kebijakan Publik  bidang Telekomunikasi. 

Menurut Riant Nugroho (Nugroho, 2008), kebijakan publik adalah 

keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah sebagai 

strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. 

Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa 

awal,memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju pada 

masyarakat yang dicita-citakan. 

Kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 

tiga,yaitu; 

a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau mendasar 

yaitu UUD tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang,Peraturan Pemerintah,Peraturan 

Presiden,Peraturan Daerah. 

Analisa pengembangan..., Agus Susilowarno, FE UI, 2011.



15 
 

Universitas Indonesia 

b. Kebijakan publik yang bersifat menengah atau penjelasan 

pelaksanaan.Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri,Surat 

Edaran Menteri,Peraturan Gubenur, Peraturan Bupati dan Peraturan 

Wali Kota. Kebijakannya dapat berbentuk Surat Keputusan 

Bersama atau SKB antar menteri, gubenur,bupati atau wali kota. 

c. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang 

mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan diatasnya. 

Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh 

aparat publik dibawah menteri,gubenur,bupati dan walikota. 

Kebijakan publik mengandung multi-tujuan, yaitu untuk 

menjadikan kebijakan itu sebagai kebijakan yang adil dan seimbang 

dalam mendorong kemajuan kehidupan bersama. Salah satu bentuk 

kebijakan publik adalah regulatif yang artinya bersifat mengatur atau 

membatasi.  

Kebijakan publik mengenai investasi dibidang telekomunikasi 

menurut (Bauer, 2009) ada lima kategori seperti yang  ditunjukkan dalam 

gambar 2.1, dimana dalam gambar tersebut regulasi dibidang 

telekomunikasi mencakup regulasi mengenai peluang (opportunity), 

regulasi mengenai perijinan (appropriability), regulasi mengenai 

kompetisi (competititve intensity),regulasi pengaturan biaya (cost) dan 

regulasi mengenai financial (discount rate).   
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peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Maka untuk lebih detailnya 

bentuk regulasi dan kebijakan publiknya dijelaskan dalam tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1: Instrumen kebijakan publik untuk merangsang investasi 
 

Titik 

Interverensi 

Regulasi Kebijakan 

Kekuatan 
kompetisi 

• Pemberian ijin 
• Unbundling, jaringan 

terbuka 
• Netralitas jaringan 

• Anti monopoli 

Peluang • Pembatasan bidang 
usaha 

• Kondisi bisnis pada 
umumnya 

Perijinan • Pengaturan keuntungan 
• Pengaturan harga 
• Tidak ada diskriminasi 

• Pengakuan hak 
paten 

• Menjalankan 
kebijakan anti 
monopoli 

Biaya • Kualitas pelayanan 
• Unbundling, jaringan 

terbuka 
• Netralitas jaringan 

• Kebijakan tentang 
pajak 

• Subsidi 

Discount rate • Regulasi yang stabil • Kondisi bisnis pada 
umumnya 

Nilai tambah • Unbundling, jaringan 
terbuka 

• Netralitas jaringan 

• Kondisi bisnis pada 
umumnya 

• Pengakuan hak 
paten 

• Menjalankan 
kebijakan anti 
monopoli 

• Pajak dan subsidi 
 

 

Beberapa study mengenai regulasi local loop unbundling telah 

dilakukan di beberapa negara, antara lain Italia, Netherland, Denmark 

dan Sweden. 
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Menurut Elena Gallo dan Enzo Pontarallo (Gallo & Pontarollo, 

2006) di Itali untuk mengembangkan kompetisi dengan cara membangun 

infrastruktur yang baru, maka para operator baru akan membutuhkan 

biaya yang tinggi untuk membangunnya dan untuk mengantisipasi 

perkembangan teknologi yang mampu dilewati bandwith lebar maka 

regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah adalah bagi penyelenggara 

yang lama (incumbent) berkewajiban memberikan akses jaringan yang 

sama bagi operator baru baik kualitas maupun cakupan wilayah.  

Dampak dari regulasi ini berdasarkan data broadband market in Italy 

pada July 2005 dari jumlah line telepon sebanyak 25.449.000 sst dengan 

line DSL dari incumbent sebanyak 3.854.408 ssl dan dari operator baru 

sebanyak 1.662.163 ssl. 

Martijn Poel (Poel, 2006) di Netherland dengan pertimbangan 

bahwa cakupan jaringan kabel mencapai 95% dari jumlah rumah, maka 

regulasi untuk implementasi LLU maka ditetapkan faktor penetapan 

tariff sebagai upaya untuk menarik operator baru untuk melakukan 

investasi. Hasil dari kebijakan tersebut adalah dari 5.200.000 line telepon 

ada line DSL dari incumbent sebanyak 1.629.005 ssl dan line DSL dari 

operator baru sebanyak 2.022.310 ssl. 

Anders Henten and Knud Erik Skouby (Henten & Skouby, 2006) 

di Denmark ada tiga isu yang menghambat kompetisi baik infrastruktur 

dan layanan telekomunikasi. Tiga isu tersebut meliputi a) bahwa 

kewajiban dari incumbent hanya telepon dan ISDN tidak termasuk 

broadband b) adanya integrasi/disintegrasi horisontal c) interkoneksi, 

selain tiga isu tersebut cakupan jaringan akses mencapai 98% dari total 

rumah dan area bisnis. Guna untuk meningkatkan jumlah pengguna 

broadband maka regulasi yang diimplementasikan adalah penghapusan 

pajak dan diperbolehkan dijual kembali (retail). Dampak dari kebijakan 

tersebut penetrasi broadband di Denmark menduduki urutan ketiga 

didunia setelah Korea Selatan dan Netherlands. 
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Menurut Erik (Bohlin, Lindmark, & Björstedt, 2006) dari Swedia, 

bahwa pemerintah Swedia mempunyai tujuan agar negaranya menjadi 

yang paling maju dalam  mengimplentasikan IT baik untuk pemerintahan 

maupun rakyatnya, untuk mempercepat tujuan tersebut pemerintah 

memutuskan menggunakan model Local loop unbundling namun hal 

tersebut menimbulkan kontradiktif dengan penyelenggara lama 

(incumbent) untuk itu pemerintah juga perlu membuat kebijakan untuk 

membentuk badan regulasi yang mempunyai kewajiban untuk 

menampung keluhan  dan memberikan jawaban ke masyarakat atau 

operator baru (new entrant). Dampak dari kebijakan ini 75% masyarakat 

Sweden terhubung dengan broadband. 

Di Indonesia salah satu kebijakan untuk merangsang investasi 

dibidang Telekomunikasi mengenai pengaturan harga sewa telah diatur 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/ Per/M. 

Kominfo/1/2007 Tentang Sewa Jaringan adalah kebijakan publik yang 

bersifat menengah atau penjelasan pelaksanaan dari Undang-Undang 

Nomer 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Negara Nomor 3881) dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3980). Hal yang 

penting dari peraturan tersebut  diatas adalah mengenai jenis layanan 

sewa jaringan dan metode perhitungan sewa. Jenis dari layanan sewa 

jaringan terdiri dari 

a. Layanan sewa jaringan lokal 

b. Layanan sewa jaringan jarak jauh dan/atau 

c. Layanan sewa jaringan internasional. 

Metode yang dipakai untuk menghitung besaran sewa adalah berdasarkan 

Forward Looking Long Run Incremental Cost Plus (FLLRIC+) dengan 

metode bottom up. 
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2.3 Kelayakan Investasi 

Kelayakan ekonomi dari proyek ini akan dianalisis dengan 3 (tiga) 

metoda sebagai berikut: 

2.3.1 Net Present Value (NPV) 

 Disebut juga metode nilai sekarang adalah metode penilaian 

kelayakan investasi yang menyelaraskan nilai akan datang arus kas 

menjadi nilai sekarang melalui pemotongan arus kas dengan memakai 

faktor pengurang pada tingkat biaya modal tertentu yang diperhitungkan 

(discounted cash flow). Jumlah dana tunai dari usaha perusahaan yang 

berhasil dikumpulkan dari tahun ke tahun jika dinilai pada keadaan 

sekarang dengan menggunakan metode discounted cash flow analysis 

atau faktor bunga efektif yang berlaku pada keadaan sekarang. Jika 

hasilnya menguntungkan dengan nilai diatas atau sama dengan nol maka 

investasi tersebut mempunyai harapan sedangkan apabila nilainya 

dibawah nol maka investasi tersebut tida menguntungkan. Dalam 

matematika NPV dapat dirumuskan dalam persamaan (2.1), dimana Io 

adalah jumlah investasi ditahun ke 0, T dan R masing-masing adalah 

pajak (T) dan pendapatan (R) sedangkan r adalah discount rate dari pada 

cost of capital. 

 

 ∑    =   -Io+  ∑                              (2.1) 

 

Opsi menggunakan pinjaman untuk investasi adalah sangat 

dimungkinkan, maka besarnya investasi merupakan penjumlahan dari 

modal sendiri (X) dan pinjaman (D). Pada persamaan (2.2) menunjukkan 

bahwa NPV merupakan penjumlahan dari pembayaran pinjaman, 

pendapatan (LP) dan tax shield (IP). Bila modal sendiri sebesar X% 

maka jumlah pinjamannya sebesar D= (X%).(Io) 

 

 1 ∑                                        (2.2) 
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atau 

 

 ∑  ∑ ∑                 

 

Dari persamaan (2.2) terdapat pembayaran pinjaman (P) yang 

perhitungan ditunjukkan dalam persamaan (2.3) dimana besaran r =  re , 

 

P(D)=(rd)(D) +   )                                                        (2.3) 

 

Dengan adanya pinjamanan maka perhitungan cost of capital (r) 

menggunakan konsep weighted average cost of capital (WACC) yang 

didalamnya ada komponen cost of debt (rd ) dan cost of equity (re) . 

 

re  Risk free rate   market risk premium                          (2.4) 

 

WACC ditunjukkan dalam persamaan (2.5) sebagai berikut; 

 

R  =  re  rd   = (1–X%) re  X% rd                    (2.5) 

 

2.3.2 Internal Rate of Return (IRR) 

IRR adalah discount rate yang dipakai untuk present net benefit 

sama dengan nol. Untuk menghitung IRR menggunakan persamaan (2.5) 

sebagai berikut; 

 

∑  0                                                                                    (2.6) 

  

Dimana  Bt adalah jumlah pendapatan ditahun ke t dan Ct  adalah jumlah 

cost ditahun ke t dan K adalah besaran dari IRR. 

2.3.3 Pay back Period atau metode waktu pengembalian investasi  
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Metode analisis kelayakan investasi untuk mengukur kelayakan 

investasi menurut jangka waktu pemulihan modal yang diinvestasikan. 

Menunjukkan kemampuan dari usaha perusahaan untuk berapa lama 

dapat mengembalikan biaya investasi dari dana tunai yang berhasil 

dikumpulkan dalam satuan waktu (tahun) dengan tidak memperhitungkan 

pengaruh suku bunga terhadap nilai uang. 

2.4 Perhitungan Biaya 

Dalam menentukan NPV ada unsur pendapatan dan biaya, biaya tersebut 

dikategorikan menjadi tiga kategori ; 

• Biaya terkait langsung 

• Biaya bersama 

• Biaya umum dan overhead. 

Biaya terkait langsung adalah biaya yang dihasilkan sebagai akibat 

langsung dari penyelenggaraan suatu layanan tertentu dalam suatu 

inkremen tertentu. Biaya-biaya ini terbagi dalam dua tipe. Pertama, 

biaya-biaya dari input bervariasi dengan tingkat keluaran. Kedua, biaya 

aset-aset  dan operasional yang tetap (tidak berubah) berkaitan dengan 

tingkat keluaran.  
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Sumber : ITU 

Gambar 2.5 : Metode Bottom-Up 

 

Untuk perhitungan biaya ini ada dua metode pendekatan yang berlaku 

saat ini (ITU, 2002) yaitu Bottom-Up dan Top-Down, Bottom-Up adalah 

metode perhitungan yang dimulai dari biaya yang terjadi karena 

penyediaan layanan dan biaya tersebut diakumulasi ke masing-masing 

unit yang selanjutnya dari semua unit dijumlah dan hasilnya dibagi 

dengan total service maka dihasilkan biaya per service. Detail dari 

metode Bottom-Up digambarkan dalam Gambar 2.2. Sedangkan metode 

Top-Down adalah metode yang perhitungannya dimulai dari total biaya 

dan dirinci ke unit serta subunit untuk mendapatkan biaya yang terkait 

langsung dengan layanan yang disediakan. Selanjutnya biaya dari 

masing-masing subunit dijumlah dan total biaya tersebut dibagi dengan 

total layanan sehingga didapatlah harga per layanan. Detail proses 

metode tersebut digambarkan dalam gambar 2.6. 
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Sumber : ITU 

Gambar 2.6: Metode Top - Down 

 

Biaya bersama adalah biaya-biaya dari input tersebut yang diperlukan 

untuk menghasilkan dua atau lebih layanan dalam inkremen-inkremen 

yang sama, dimana tidak mungkin untuk mengindentifikasi sejauh mana 

suatu layanan tertentu menimbulkan biaya.   

Biaya umum dan overhead adalah biaya-biaya dari input-input tersebut 

yang diperlukan untuk satu atau lebih layanan dalam dua atau lebih 

inkremen, dimana tidak mungkin untuk mengindentifikasi sejauh mana 

suatu inkremen tertentu dapat menimbulkan biaya. 

2.5 Keputusan Investasi 

Berdasarkan rekomendasi dari Federal Communications Commission 

(FCC) (Pindyck, 2004) bahwa operator baru akan melakukan investasi 

dengan pertimbangan sebagai berikut: 
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• Operator baru akan melakukan investasi dalam melakukan 

unbundling dengan incumbent’s jika Net Present Value untuk 

investasi awal lebih kecil daripada Net Present Value yang 

digunakan oleh Unbundled Network Element’s (UNEs). 

• Operator baru akan menunda investasi jika rata-rata tingkat 

pengembalian (IRR) lebih kecil dari Weighted Average Cost of 

Capital (WACC). 
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BAB 3 
METODE PENELITIAN 

 

3.1 Sumber Data 

Penelitian ini dilaksaksanakan dengan metode kuantitatif yaitu 

dengan melakukan simulasi perhitungan dengan melalui beberapa 

tahapan dengan mengikuti referensi dari ART Franc (Autorite de 

Regulation des Telecommunications, 2005).  Dengan metode untuk 

menentukan nilai kelayakan investasi dilakukan dengan cara melakukan 

perhitungan dengan menggunakan persamaan yang telah ditentukan 

dengan berdasarkan data-data parameter yang telah diolah. Data-data 

parameter untuk perhitungan NPV meliputi ; 

• biaya sewa 

• biaya investasi 

• besaran WACC 

• dan data penunjang lainnya. 

Untuk mengolah menjadi data-data parameter diperlukan data-data 

primer yang diambil dari sumber seperti dalam tabel 3.1. 

Tabel 3.1: Sumber Data untuk perhitungan 
 

Data 
Parameter 

Data 
Primer 

Institusi Sumber 

Biaya Sewa 
Aset Telkom  Area Jakarta Pusat 
Neraca Telkom  Area Jakarta Pusat 

WACC 

Cost of 
Debt 

Damodaran online Bloomberg 

Risk free 
rate 

Damodaran online Bloomberg 

Beta Damodaran online Bloomberg 
Market risk 
premium 

Damodaran online Bloomberg 

Investasi Konfiguras, 
volume 
dan satuan 
harga 

Asumsi Perbandingan dengan investasi yang 
sejenis. 

Data 
Penunjang 

Jumlah 
permintaa
n, harga 
berlang-
ganan 

Asumsi Perbandingan antar negara dan 
perbandingan antar operator 
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Penjelasan untuk data-data yang diambil adalah sebagai berikut: 

a. Aset adalah segala sesuatu berwujud atau tidak berwujud yang 

mampu menjadi dimiliki atau dikendalikan untuk menghasilkan 

nilai dan yang diselenggarakan memiliki nilai ekonomi positif.  

Secara sederhana, kepemilikan aset merupakan nilai yang dapat 

dikonversi menjadi uang tunai (walaupun uang tunai itu sendiri 

juga dianggap aset). ini dibeli untuk jangka panjang dan agar 

mendapatkan keuntungan dalam bisnis.  Aset bisa terdiri dari aset 

tanah ,bangunan, peralatan ataupun mesin Karena aset mempunyai 

usia produktif maka dalam perhitungan nilai aset akan ada beban 

penyusutan, akumulasi penyusutan ditampilkan dalam menghadapi 

neraca atau di catatan.  Data aset yang diperoleh dari Telkom 

diambil berdasarkan tahun perolehan 2008. Aset ini terdiri dari aset 

tanah, gedung, terminal pelanggan, jaringan serta kendaraan 

operasional dan yang diperlukan dalam perhitungan adalah aset 

dari jaringan baik itu sipilnya maupun jaringan kabel.  

b. Neraca atau laporan posisi keuangan (bahasa Inggris: balance sheet 

atau statement of financial position) adalah bagian dari laporan 

keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akutansi 

yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir 

periode tersebut. Data yang diperlukan untuk menghitung adalah 

yang terkait dengan biaya dan dari neraca tersebut yang diperlukan 

untuk perhitungan adalah tentang biaya. Di neraca yang diperoleh 

dari Telkom adalah periode akhir tahun 2008 yang terdiri dari 

biaya karyawan, biaya operasional & maintenance, biaya 

interkoneksi, biaya administrasi & umum serta biaya marketing. 

c. Investasi berarti pembelian (dan berarti juga produksi) dari 

kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi 

digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). 

Investasi bisa berbentuk tanah, bangunan, perangkat baik itu 

software maupun hardware termasuk juga kompetensi dari 

karyawannya. Pada perhitungan ini diasumsikan yang 
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diinvestasikan adalah bangunan dan perangkat dengan konfigurasi 

full-unbundling. Dengan konfigurasi full-unbundling maka 

perangkat yang diinvestasi meliputi Router, DSLAM dan ATM 

seperti pada gambar 3.1. Masing-masing item tersebut terdapat 

detailnya dan jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan kapasitas 

yang diinginkan selain itu juga ada juga software yang harus dibeli 

untuk menjalankan perangkat tersebut termasuk juga tenaga untuk 

melakukan pelatihan agar bisa mengoperasikan serta merawat 

perangkat tersebut. Diasumsikan dalam investasi ini kapasitas yang 

akan dibangun sebesar 20.000 ssl. 

 

 
Sumber : ITU 

 

Gambar 3.1 : Konfigurasi ADSL Dari Penyelenggara ke Pelanggan 

 

d. WACC adalah perhitungan biaya modal (cost of capital) 

perusahaan dengan memberi bobot masing-masing katagori modal 

(modal pemegang saham, pinjaman bank, obligasi dan lain 

sebagainya). WACC merupakan rata-rata tingkat hasil yang 

diharapkan atas investasi suatu perusahaan. Untuk menghitung 

nilai WACC diformulasikan seperti dalam persamaan 2.5, dimana 

ada beberapa variabel untuk menghitung seperti cost of debt, risk 

free rate, beta, market risk premium. Data-data tersebut diperoleh 
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dari web (Damodaran Online, 2008) yang pengolahannya 

menggunakan data yang berasal dari bloomberg dan dikelompok 

berdasarkan jenis industri yang sama. 

e. Data penunjang, yang dikelompok di data penunjang adalah jumlah 

permintaan (demand) dan harga berlangganan internet. Jumlah 

permintaan diasumsikan masih besar seperti yang ditunjukkan 

dalam tabel 3.1 yang bersumber dari Ditjen Postel (Ditjen Postel, 

2002) sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 : Peramalan Permintaan Internet dan Multimedia 

 
Sedangkan kalau harga langganan internet yang dipakai sebagai 

acuan dalam menghitung kelayakan investasi ini dipakai yang ada 

di web. 

 

3.2 Tahap Pengerjaan 

Dari data yang diperoleh maka dalam pengerjaannya dilakukan 

melalui beberapa tahap mulai dari mengelompokkan data, menganalisa 

sampai dengan melakukan simulasi perhitungan. 

• Tahap I adalah menghitung biaya investasi  
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• Tahap II adalah mengelompokkan data aset dan data keuangan dari 

Telkom yang selanjutnya disusun dalam format seperti di tabel 3.2 

yang bertujuan untuk menghitung biaya per line. 

Tabel 3.3: Tabel Perhitungan biaya jaringan per line 

 

 
Tabel 3.4: Tabel Perhitungan Biaya 

 

 

 

• Tahap ke III adalah menghitung WACC yang sebelumnya 

dilakukan perhitungan untuk mengetahui besaran dari debt of 

equity (re = Risk free rate + Beta * market risk premium) . 

• Tahap ke IV adalah  menghitung NPV dengan format seperti dalam 

tabel 3.4 . 

• Tahap ke V adalah melakukan simulasi perhitungan dengan format 

seperti tabel 3.4 dengan memasukkan beberapa variabel seperti 

dalam persamaan 2.2 sampai memperoleh nilai NPV , B/C dan IRR 

serta Payback Period. Simulasi dihitung berdasarkan beberapa 

macam harga sewa jaringan dengan asumsi harga jual adalah tetap.  
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• Tahap ke VI adalah melakukan simulasi perhitungan dengan format 

seperti tabel 3.4 dengan memasukkan beberapa variabel seperti 

dalam persamaan 2.2 sampai memperoleh nilai NPV , B/C dan IRR 

serta Payback Period dengan memasukkan faktor country-risk 

dengan asumsi harga sewa jaringan adalah yang layak darn 

menarik bagi investor sebagaimana hasil hitungan tahap ke V. 

Tabel 3.5: Format Penghitungan NPV 
 

 
 

• Tahap ke VII adalah menginterpretasikan hasil hitungan pada tahap 

ke VI dengan kebijakan pemerintah mengenai sewa jaringan serta 

menarik kesimpulannya. 
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BAB 4 
ANALISA FINANSIAL & EKONOMI 

4.1 Analisa Finansial 

Proses analisa dilakukan dengan mencari besarnya investasi yang 

direncanakan, rencana penjualan produk yang dihasilkan, penyusunan 

cash flow statement serta potensi jangka waktu pengembalian nilai 

investasi yang diproyeksikan. Selanjutnya dilakukan perbandingan 

dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh dan membuat 

representasi apakah investasi untuk local loop unbundling menarik bagi 

investor. 

4.1.1 Arus kas (Cashflow) 

Untuk menghitung arus kas (cash flow) maka ada ada 2 komponen 

yang diperlukan untuk perhitungan yaitu pengeluaran (Cash outflow) dan 

pemasukan (Cash inflow). 

4.1.2 Cash Outflow (pengeluaran) 

Yang dimasukkan sebagai pengeluaran adalah: 

• Investasi 

• Biaya sewa jaringan 

• Biaya marketing 

• Biaya administrasi & umum 

• Biaya operasional & pemeliharaan 

• Depresiasi 

• Pengembalian pinjaman 

• Bunga pinjaman 

 

4.1.2.1 Investasi 

Seperti pada gambar 3.2  biaya Investasi digunakan untuk kegiatan 

sebagai berikut : 
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• Pembelian dan pemasangan Hardware 

• Pembelian dan pemasangan software 

• Project service 

• Biaya pelatihan 

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut 

 

Investasi ini dilakukan hanya pada tahun ke 0 dengan kapasitas 

terpasang 21.000 ssl dengan maksimum terisi pelanggan sebesar 

20.000 ssl. 

4.1.2.2 Biaya Sewa Jaringan & Sewa Gateway Internasional 

Metode perhitunga beban sewa jaringan menggunakan metode 

seperti yang ditunjukkan dalam gambar 2.4, untuk menghitung 

dibutuhkan dua komponen data yaitu data asset jaringan dan data 

INVESTASI INTERNET PROVIDER
1USD = 9000

NO Deskripsi Qty
Unit Price 
(Rp.)

Unit Price 
(USD)

1 Hardware  1 1.867.291    
IP Router
DSLAM
Rack
Firewall
Cable
Server
Radius

2 Software  1 645.000    

3 Project Services 1 320.333.000  11.000    
Hardware delivery
Instalasi, integrasi & testing
Acceptance test
Monitoring
Project Management
Documentation
Training

320.333.000  2.523.291    TOTAL 

GRAND TOTAL (IDR) 23.029.952.000   
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operation dan maintenance jaringan. Dari tabel 4.1 diketahui bahwa aset 

jaringan besarnya Rp.52.840.497.236 untuk jaringan metal sedangkan 

untuk jaringan fiber besarnya Rp.149.081.307.452 dan kapasitas 

terpasang 440.480 lines. 

Tabel 4.1 : Daftar Asset Balance 2008 
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Berdasarkan data rekapitulasi aset seperti pada tabel 4.1 diatas dan data 

lampiran detail aset jaringan seperti dalam lampiran 1. Maka setelah 

dikelompokkan dalam masing-masing unit cost didapat jumlah besarnya 

annual biaya sebesar Rp. 199.011.983.328 untuk kapasitas 469.609 line 

sehingga kalau dibagi total biaya dengan total line dalam satu bulan 

diperoleh angka biaya bulanan per line sebesar Rp. 35.315. Perhitungan 

angka tersebut digambarkan dalam tabel dibawah ini. 

 

Dari tabel 4.2, biaya operasi dan pemeliharaan jaringan masuk dalam sub 

beban operasi dan pemeliharaan. Besarnya biaya untuk pemeliharaan 

jaringan ditahun 2008 area Jakarta Pusat sebesar Rp.7.969.175.951 

selama satu tahun. 

Tabel 4.2: Beban Biaya Operasi dan Pemeliharaan 

 

Biaya pemeliharaan tersebut kalau dibagai dengan jumlah kapasitas line 

per bulannya didapat angka Rp.1.414,15. Sedangkan untuk memasang 
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line baru dibutuhkan dropwire (saluran penanggal) yang biaya material 

dan pemasangan diasumsikan Rp.125.000 dan dipakai dalam jangka 

waktu 5 tahun sehingga dalam per bulan biayanya sebesar Rp.2.083,33.  

Penjumlahan atas biaya ditunjukkan dalam tabel dibawah ini. 

 

Dengan mengasumsikan bahwa besarnya biaya sewa sama dengan biaya 

replacement cost maka besarnya biaya sewa jaringan sebesar 

Rp.38.812,68 per line.bln dan kalau ditambah markup sebesar 50% maka 

besarnya biaya adalah Rp.58.219,01. Kalau didasarkan harga sewa antara 

beberapa operator ke Telkom besarnya bervariasi antara Rp.300.000 

sampai dengan Rp.500.000. Sedangkan sewa gateway internasional 

diestimasikan Rp.60.000.000 per bulan. 

4.1.2.3 Biaya Marketing 

Biaya marketing merupakan akumulasi dari aktifitas mulai dari 

promosi, penjualan sampai dengan menjaga agar pelanggan tidak 

berhenti berlangganan. Aktifitas diawal bulan adalah banyak di promosi 

mulai dari mencetak brosur sampai dengan memberikan diskon 

berlangganan dan kalau sudah berlangganan maka agar pelanggan tidak 

berhenti berlangganan maka dilakukan aktifitas memberikan merchand. 

Besarnya biaya per bulan untuk sales di area Jakarta Pusat diasumsikan 

sebesar Rp. 152.000.000 per bulan. 

4.1.2.4 Biaya Administrasi dan Umum 

Yang masuk kelompok biaya ini adalah gaji karyawan, biaya bank, 

peralatan kantor, perjalanan dan lain-lain. Untuk menghitung besarnya 

gaji karyawan diasumsikan jumlah karyawan sebanyak 19 orang dengan 

gaji terdiri dari gaji yang diterima karyawan, asuransi kesehatan dan 
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mobil/sepeda motor. Total biaya per bulannya Rp.122.500.000 dengan 

detail pehitungannya adalah sebagai berikut: 

 

Besarnya biaya tersebut adalah untuk tahun pertama dan selanjutnya ada 

kenaikan sebesar 10% untuk tiap tahunnya. 

4.1.2.5 Biaya Operasi dan Pemeliharaan 

Aktifitas dari kelompok operasi dan pemeliharaan adalah 

pembayaran listrik,air serta memelihara perangkat termasuk UPS 

termasuk juga sewa ruangan perangkat dan ruangan kerja. Diasumsikan 

besarnya biaya pada tahun pertama adalah Rp.10.000.000 dan ada 

kenaikan 10% per tahun.  

4.1.2.6 Depresiasi 

Diasumsikan bahwa perangkat ini mempunyai usia sebesar 10 

tahun dan perhitungan ini berlaku untuk hardware dan software. 

4.1.2.7 Pengembalian Pinjaman 

Besarnya pinjaman sebesar 47% dari nilai investasi atau 

Rp.10.830.986.425,6  dan pinjaman tersebut akan dibayarkan 33,3% 

pada bulan kesepuluh ,kesebelas dan ke keduabelas. 

4.1.2.8 Bunga Pinjaman 

Bunga pinjaman diasumsikan 8% dan bunga tersebut akan mulai 

dibayarkan pada bulan keempat sampai dengan bulan keduabelas. 

4.1.3 Pemasukan (Cash Inflow) 

Pemasukan (cash Inflow) terdiri dari: 

• Modal dasar (Equity) 
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• Pinjaman (Debt) 

• Pendapatan (Revenue) 

4.1.3.1 Modal Dasar (Equity) 

Estimasi modal dasar adalah 53% dari nilai investasi atau 

Rp.12.198.965.574,4 distribusi dilakukan keseluruhan pada tahap awal. 

4.1.3.2 Pinjaman (Debt) 

Estimasi pinjaman sebesar 47% dari nilai investasi atau sebesar 

Rp.10.830.986.425,6 . Penentuan angka 47% didasarkan pinjaman (debt) 

dari rata-rata industri telecom service yang data tersebut dihimpun oleh 

Damodoran Online (Damodaran Online, 2008) 

4.1.3.3 Pendapatan (Revenue) 

Pendapatan yang didapat berasal dari jumlah pelanggan, untuk 

menaikkan jumlah pelanggan dilakukan aktifitas sales. Aktifitas sales 

ditunjukkan dalam tabel sebagi berikut: 

 

Dan pada bulan kedelapan jumlah pelanggan diasumsikan tetap 20.000 

line. Sedangkan harga jual produk dijual mulai dari Rp.125.000 sampai 

dengan Rp.500.000. Dengan komposisi untuk harga Rp.125.000 terjual 

40%, harga Rp.150.000 terjual 30%, harga Rp.300.000 terjual 25% dan 

yang seharga Rp.500.000 terjual 10%. Dari komposisi harga dan proporsi 

penjualan maka rata-rata harga penjualan adalah Rp.220.000. 

4.1.4 Perhitungan WACC 

Dari persamaan 2.5 untuk menghitung besaran WACC diperlukan 

data mengenai modal (X),cost of debt (rd) dan cost of equity (re). Untuk 

besaran X dan rd bisa lngsung diperoleh darai data di damodaran dan BI. 

Analisa pengembangan..., Agus Susilowarno, FE UI, 2011.



39 
 

Universitas Indonesia 

Sedangkan untuk mendapatkan cost of equity (re) maka dilakukan dulu 

perhitungan sebagaimana persamaan 2.4. Dari persamaan tersebut 

besaran betha dan total risk premium ada di juga langsung bisa didapat 

dari damodaran sedangkan untuk risk free rate besarannya dihitung 

menggunakan persamaan ((1+SBI)*(1+inflasi))-1. Dari komponen 

besaran-besaran tersebut yang berasal dari Damodaran, BI dan BPS 

diperoleh angka-angka sebagai berikut: 

• Total Risk Premium = 12,88% 

• Betha = 1,1 

• Tax Rate = 12,80% 

• D/E = 47,03% 

• SBI = 7,08% 

• Inflasi = 7,49% 

• Bunga Pinjaman (rd) = 8% 

 

Dari data-data tersebut diatas, maka besaran risk free rate adalah 

((1+7,08%)*(1+7,49%))-1 = 15,1%.  Sedangkan besaran cost of equity 

(re) sesuai persamaan 2.4 adalah (15,1% +(1,1*12,88%))= 29,3%.  Dan 

dari persamaan 2.5 tentang perhitungan WACC diperoleh besaran 

WACC adalah (1-52,97%)*29,3%+(52,97%)*(8%)=18%. 

4.1.5 Perhitungan Kelayakan Investasi 

Dalam melakukan simulasi perhitungan ada beberapa variabel yang 

mempengaruhi perhitungan ini, pengaruh yang dimasukkan sebagai 

perubah adalah faktor sewa jaringan dan harga jual produk. Faktor sewa 

jaringan berpengaruh karena dalam perhitungan awal dimana harga sewa 

hanya sebagai replacement cost besarannya lebih kecil dibandingkan 

dengan harga yang ditawarkan oleh Telkom. Faktor yang kedua adalah 

harga jual produk, mengingat bahwa harga jual makin lama makin murah 

maka dalam perhitungan disini diasumsikan penurunan harga jual 

tersebut dikompensasi dengan bundling produk yang lain sehingga 

diasumsikan bahwa harga jualnya menjadi tetap. 
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Dari pertimbangan diatas maka dalam melakukan simulasi 

ini,untuk harga sewa jaringan  akan memakai data sebagai berikut: 

• Model 1 = Rp. 38.812,68 

• Model II = Rp. 58.219,00 

• Model III = Rp.100.000,00 

• Model IV = Rp.150.000,00 

• Model V = Rp.200.000,00 

Pertimbangan lainnya adalah waktu untuk perhitungan investasi dibuat 

untuk jangka waktu 4 tahun atau 48 bulan, hal ini diasumsikan bahwa 

rata-rata untuk jangka waktu kurang dari 4 tahun investasi sudah 

kembali. Hasil perhitungan masing-masing model adalah ditunjukkan 

dalam tabel perhitungan sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 : Perhitungan Model I 
 

 
 

Dari tabel tersebut diatas dapat dienterpretasikan bahwa dengan harga 

sewa jaringan sebesar Rp. 38.812,68 serta diasumsikan harga 

berlangganan sebesar Rp.220.000 dengan jumlah pelanggan 20.000 akan 

mendapatkan NPV sebesar 73.165.772.025 dengan IRR 129% serta PP 0 

thn 9 bln yang berarti model I adalah masuk kategori layak dan menarik 

bagi investor karena NPV > 0 dan IRR>WACC.  
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Tabel 4.4 : Perhitungan Model II 

 

 
 

Dari tabel tersebut diatas dapat dienterpretasikan bahwa dengan harga 

sewa jaringan sebesar Rp. 58.219,00 serta diasumsikan harga 

berlangganan sebesar Rp.220.000 dengan jumlah pelanggan 20.000 akan 

mendapatkan NPV sebesar 60.907.828.333 dengan IRR 110% serta PP 1 

thn 2 bln yang berarti model II adalah masuk kategori layak dan menarik 

bagi investor karena NPV > 0 dan IRR>WACC.  
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Tabel 4.5 : Perhitungan Model III 

 

 
 

Dari tabel tersebut diatas dapat dienterpretasikan bahwa dengan harga 

sewa jaringan sebesar Rp. 100.000,00 serta diasumsikan harga 

berlangganan sebesar Rp.220.000 dengan jumlah pelanggan 20.000 akan 

mendapatkan NPV sebesar 34.517.018.806 dengan IRR 72% serta PP 1 

thn 7 bln yang berarti model III adalah masuk kategori layak dan menarik 

bagi investor karena NPV > 0 dan IRR>WACC.  
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Tabel 4.6 : Perhitungan Model IV 

 

Dari tabel tersebut diatas dapat dienterpretasikan bahwa dengan harga 

sewa jaringan sebesar Rp. 150.000,00 serta diasumsikan harga 

berlangganan sebesar Rp.220.000 dengan jumlah pelanggan 20.000 akan 

mendapatkan NPV sebesar 2.934.698.505 dengan IRR 13% serta PP 3 

thn 4 bln yang berarti model IV adalah masuk kategori layak tapi tidak 

menarik bagi investor karena NPV > 0 dan IRR<WACC.  
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 Tabel 4.7 : Perhitungan Model V 

 

Dari tabel tersebut diatas dapat dienterpretasikan bahwa dengan harga 

sewa jaringan sebesar Rp. 200.000,00 serta diasumsikan harga 

berlangganan sebesar Rp.220.000 dengan jumlah pelanggan 20.000 akan 

mendapatkan NPV sebesar -28.647.621.796 dengan IRR serta PP yang 

tidak dapat dihitung berarti model V adalah masuk kategori tidak layak 

dan tidak menarik bagi investor karena NPV < 0 dan IRR<WACC.  
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Hubungan antara NPV dan harga sewa jaringan ditunjukkan dalam 

diagram sebagai berikut: 

 
Sumber : Diolah sendiri 

Gambar 4.1: Diagram hubungan antara NPV dan sewa jaringan 

 

 
Sumber : Diolah sendiri 

Gambar 4.2: Diagram hubungan antara IRR dan sewa jaringan 
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Dari gambar 4.1 dan 4.2 dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar 

harga sewa jaringan maka NPV dan IRR akan semakin kecil dengan 

asumsi bahwa harga jual adalah tetap. 

Dari hasil perhitungan model diatas maka yang memenuhi syarat 

layak dikembangkan dan diminati oleh investor adalah yang dengan 

harga sewa jaringan yang Rp.38.812,68 , Rp.58.219,00 serta 

Rp.100.000,00. Dengan mempertimbangkan faktor keamanan & politik, 

perubahan regulasi serta perubahan kurs maka dalam perhitungan analisa 

kelayakan dimasukkan faktor country risk premium. Dari data lampiran 

country risk premium di Indonesia sebesar 7,88% dan besaran tersebut 

ditambahkan ke cost of equity (re). Setelah ditambahkan dengan faktor 

risk premium maka berdasarkan persamaan 2.5 maka besaran WACC 

menjadi 21,7%. Model berikutnya adalah menghitung besaran sewa 

jaringan dengan indikator bahwa WACC=IRR dengan metode simulasi 

data besaran sewa jaringan. 

Tabel 4.8: Model Perhitungan WACC=IRR 
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Dari hasil perhitungan diatas besaran sewa jaringan yang menghasilkan 

nilai WACC=IRR nilainya adalah Rp.142.300,00 dengan tingkat 

pengembalian 3 tahun. 

Dengan beberapa model hitungan diatas maka besaran harga sewa 

jaringan yang layak dan menarik bagi investor adalah sebesar 

Rp.38.812,68 sampai dengan Rp.142.300,00.   

4.2 Analisa Ekonomi 

Analisa ekonomi bertujuan untuk mempertimbangkan manfaat 

secara langsung dan tak langsung atas kebijakan LLU bagi pemerintah, 

incumbent, new entrant dan masyarakat. 

4.2.1 Dampak yang diterima pemerintah 

Secara makro pemerintah akan mendapatkan manfaat yang berupa 

meningkatnya pemakai internet serta meningkatnya jumlah investor yang 

akan berinvestasi di bidang telekomunikasi yang hal tersebut tentu akan 

berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, selain itu juga 

meningkatnya penerimaan pajak yang berasal dari new entrant serta 

masyarakat. Namun disisi lain pemerintah memperkuat Badan Regulasi 

dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan LLU agar tidak terjadi 

perselisihan antara incumbent dan new entrant serta menjaga agar 

kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat tidak menurun. 

4.2.2 Dampak yang diterima incumbent 

Bagi incumbent manfaat dari LLU adalah berkurangnya jaringan 

yang kosong karena meningkatnya jumlah pelanggan internet, serta ada 

penambahan pendapatan atas sewa jaringan yang minimal bisa 

menggantikan biaya pemeliharaan dan pengoperasian jaringan yang 

kosong. Disisi lain terjadi kompetisi dengan new entrant pada pelanggan 

yang telah terhubung dengan jaringan incumbent sehingga hal itu akan 

berdampak pada penolakan instalasi oleh para karyawan incumbent 

sehingga kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang akan 
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berlangganan pada new entrant akan berkurang bila dibandingkan bila 

berlangganan ke incumbent. 

4.2.3 Dampak yang diterima new entrant 

Manfaat yang langsung diterima oleh new entrant adalah tidak 

perlunya membangun jaringan baru ke pelanggan sehingga hal tersebut 

akan mengurangi besarnya investasi dan juga waktu pelaksanaan 

pekerjaan proyek menjadi lebih cepat. Manfaat lainnya adalah demand 

yang akan dijadikan ditawarkan untuk menjadi pelanggan sudah jelas 

yaitu yang sudah mempunyai jaringan telekomunikasi di tempat tinggal 

atau di tempat bekerjanya. Namun ada dampak negatifnya yaitu 

penentuan kualitas pelayanan sangat ketergantung pada incumbent baik 

itu kualitas jaringannya maupun kualitas waktu installasinya, kalau 

kualitas yang diterima oleh masyarakat tidak memuaskan maka 

kemungkinan terjadi adanya pemutusan tidak berlangganan sangatlah 

besar dan hal ini akan menyebabkan terjadinya penambahan biaya 

marketing untuk menjaga agar pelanggan tidak berhenti berlangganan, 

selain itu new entrant akan kesulitan melayani demand yang belum ada 

jaringannya incumbent. 

4.2.4 Dampak yang diterima masyarakat 

Bagi mansyarakat dampak dari LLU adalah adanya pilihan untuk 

berlangganan internet selain dari incumbent, pilihan tersebut bisa 

didasarkan pada harga yang lebih murah atau adanya bundling produk 

yang ditawarkan ke masyarakat. Manfaat lain dari LLU adalah tidak 

adanya proyek penambahan jaringan sehingga yang dirasakan oleh 

masyarakat adalah tidak ada kemacetan, tidak adanya installasi baru lagi 

dirumah sehingga masyarakat tidak dibebani untuk menambah biaya 

baru.  Sisi negatifnya adalah masyarakat akan merasakan secara langsung 

bila terjadi penurunan kualitas pelayanan apabila antara incumbent dan 

new entrant terjadi ketidaksepakatan. 
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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Dari hasil pembahasan di analisa financial bahwa yang dibangun 

untuk konsep LLU adalah tipe line sharing atau shared access dimana 

dalam membangun perangkat internet dengan kapasitas terisi 20.000 

dibutuhkan modal sebesar Rp.  23.029.952.000 dengan rincian modal 

sendiri sebesar Rp.  12.198.965.574,4 (53%) dan pinjaman sebesar 

Rp.10.830.986.425,6 (47%). Dari total asset Telkom area Jakarta Pusat 

Rp.215.825.560.566 didalamnya ada asset untuk jaringan sebesar 

Rp.202.200.855.257 dan setelah dievaluasi data detailnya besarnya 

berubah menjadi Rp.199.011.983.328 untuk kapasitas jaringan sebesar 

469.609 line, dari perhitungan maka didapatkan besaran untuk 

replacement cost (biaya pengganti) senilai Rp.38.812,68  dan nilai 

tersebut dapat diberlakukan sebagai baiaya sewa jaringan minimum 

dimana didalamnya tidak ada unsur mark up ataupun keuntungan bagi 

incumbent. 

Dengan membagi menjadi 5 model simulasi, dimana pada setiap 

model yang berbeda adalah besarnya sewa jaringan dan yang tetap nilai 

investasi, biaya lainnya , WACC yang besarnya 18% tanpa memasukkan 

risk country dan 21,7% dengan memasukkan risk country serta keputusan 

untuk menentukan bahwa investasi tersebut menarik (VPV>0, 

IRR>WACC) adalah harga sewa jaringan yang sesuai adalah sebesar 

Rp.38.812,68 sampai dengan Rp.142.300,00 

Dari sisi analisa ekonomi LLU akan mempunyai dampak pada 

pemerintah, incumbent, new entrant dan masyarakat. Dampak positifnya 

adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya jaringan yang 

kosong dan adanya penambahan pendapatan bagi incumbent, tidak 

perlunya membangun jaringan baru yang berdampak pada kemacetan di 

jalan, serta masyarakat akan mempunyai pilihan untuk berlangganan 

internet atau produk yang lain dengan memanfaatkan pada jaringan 
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telekomunikasi yang telah terhubung di tempat tinggal atau kantornya. 

Dampak negatifnya akan terjadi penurunan kualitas pelayanan sehingga 

pemerintah dituntut untuk mengawasi pelaksanaan dari regulasi LLU. 

5.2 SARAN 

Untuk menghindarkan terjadinya pemborosan investasi dan disisi 

lain akan mengakibatkan penambahan kekosongan jaringan maka 

disarankan agar di Indonesia disusun regulasi yang mengatur pola 

pengembangan infrastruktur dengan pola LLU. Tentunya dalam 

membuatnya dibutuhkan beberapa masukan dari beberapa pihak baik itu 

masyarakat, incumbent, investor serta badan regulasi serta masukan dari 

negara-negara lain yang mengimplementasikan pola LLU ini sehingga 

dalam pelaksanannya nanti tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yg 

terlalu diuntungkan. Sebagaimana telah terbukti dari beberapa negara 

yang menerapkan LLU maka jumlah pengguna internet kecepatan tinggi 

akan naik dan kekosongan jaringan menjadi lebih sedikit. Kalau 

dipaksakan pola LLU di Indonesia mengacu pada Keputusan Menteri No. 

03 tahun 2007 maka ada ketidaksesuain harga dan sasaran, karena 

Keputusan Menteri tersebut perhitungannya menggunakan metode 

bottom-up dan sasarannya adalah pengguna langsung sedangkan untuk 

LLU sasarannya adalah operator baru dan menyewanya dalam bentuk 

wholesale.  

Study ini bisa dikembangkan dengan meneliti bagaimana 

pemerintah dengan Badan Regulasinya untuk mengawasi dan 

menyelesaikan keluhan dari masyarakat atas kualita pelayanan yang 

diterima serta kalau terjadi sengketa antara incumbent dan new entrant. 
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